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Abstract: The relationship between religion and the state is a study that always exists to be
studied, especially in the country of Indonesia which is very diverse in its citizens. Where Pancasila
is able to become a bond of unity within the country. Pancasila is a big idea that is able to bring
Indonesia independence, not only that, Pancasila is the basis of the State philosophy, the ideology
of the State and at the same time the main source of all sources of decisions and laws in the State
of Indonesia. However, in the 1980s Pancasila also reaped a lot of controversy. From his brilliant
mind, Pancasila was finally accepted as the sole principle of the Indonesian state. The focus of the
problems studied in this study are; 1) What is the relationship between Islam and the State? 2)
What is Mahfud MD's view on Islam and the State in Indonesia? The objectives of this research
are; 1) To examine the relationship between Islam and the State in a state of law. 2) Examine and
examine how Mahfud MD thinks about Islam and the state in Indonesia. The type of research used
is literature, which focuses and limits its activities on the library to obtain data without
conducting research in the field. Then the source of the data obtained by browsing the literature
and the media, which relate to the problem to be studied in the study. Especially related to the
relationship between religion and the state, especially the relationship between religion and the
state in the thoughts of Mahfud MD. The harmonious relationship between religion and the State
always brings comfort to public relations in the nation and state, this in Indonesia can be
understood in the first precept which reads "God Almighty". Therefore, the relationship between
religion and the state in Indonesia has been clarified in several articles in the Constitution,
namely: Article 28E of the Constitution that: "Everyone is free to embrace religion and worship
according to his religion". With such a system of rules, all citizens can live side by side and respect
each other in differences. Mahfud MD has the view that active involvement in the legislative
process from all elements of religious adherents is very important, because in reality law is a
political product so that politics becomes very independent and even a determinant of law. As a
product of legal politics, it is a crystallization of interacting and competing political wills which
later emerges as a political agreement. What came to be known as law in the sense of an abstract
and binding general regulation was actually nothing but the result of a struggle for political
aspirations. Thus, all forms of deliberation processes carried out can become a benchmark for
harmonization of citizens in living life, especially respecting each other in embracing the beliefs
of fellow citizens in Indonesia.
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Abstrak: Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji,
apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila mampu
untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar yang
mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah dasar
falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber keputusan dan
hukum di Negara Indonesia. Akan tetapi pada sekitar tahun 1980-an Pancasila juga banyak
menuai kontroversi. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancaila akhirnya diterima sebagai
asas tunggal negara Indonesia. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1)
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Bagaimana hubungan Islam dan Negara? 2) Bagaimana pandangan Mahfud MD tentang Islam
dan Negara di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Mengkaji hubungan Islam dan
Negara dalam Negara hukum. 2) Menelaah dan mengkaji bagaimana pemikiran Mahfud MD
tentang Islam dan negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan,
yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data
tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri
literatur-literatur dan media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam
penelitian. Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam
pemikiran Mahfud MD. Hubungan antara agama dan Negara yang harmonis senantiasa
menghadirkan kenyamanan terhadap hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,
hal itu di Indonesia dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha
esa”. Oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam
beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orang bebas memeluk
agama dan beribadat menurut agamanya ”. Dengan sistem aturan yang demikian, maka seluruh
warga negara dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan. Mahfud
MD memiliki pandangan bahwa keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi dari seluruh
elemen pemeluk agama ini sangat penting, sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan
produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum.
Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan saling bersaingan yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang
kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat
sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik. Dengan demikian maka segala
bentuk proses musyawarah yang dilakukan,  dapat menjadi tolak ukur harmonisasi warga
negara dalam menjalani kehidupan, utamanya saling menghormati dalam memeluk keyakinan
sesama warga negara di Indonesia.

Kata Kunci : Mahfud MD, Islam, Negara, Indonesia

PendahuluanIslam adalah agama mayoritasdi Negara Indonesia, hal tersebutmerupakan sebuah retorika yang tidakdipermasalahkan lagi di Negara ini.Retorika itu malah menyebutkan angka90 persen sebagai persentasi kaumMuslim dari seluruh penduduk negeri,tanpa pernah dipersoalkan dari manaasal-usul angka itu selain sebuahperkiraan dan kesan. (Madjid, 2007)Dengan begitu tidak heran jikaetos yang terbangun di Negara inicenderung pada penjiwaan Islam yangpada akhirnya membentukkarakteristik bangsa (Madjid, 2007).Termasuk yang dimaksud hal tersebutadalah pancasila.Menarik dicermati pola-polapemikiran politik Islam dalam

kaitannya dengan perseteruan Islamdan negara pasca kemerdekaan, dimana sebagian kalanganmemandanganya sebagai sikapmoderat umat Islam Indonesia di masaitu. Oleh karena itu, banyak kalanganmelihat sebagai “kesuksesan” paratokoh Islam melahirkan falsafah dasarnegara yaitu Pancasila melaluideklarasi Piagam Jakarta tahun 1945.Meski demikian,  harus diakui bahwatidak sedikit juga yang menilai haltersebut sebagai “kegagalan” ulamaatau tokoh pergerakan Islam dalamperumusan final Piagam Jakarta,terutama terkait dengan penghapusansembilan kata dalam sila pertamaPancasila yaitu “ketuhanan dengankewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-pemeluknya”, yangkemudian berubah menjadi empat kata
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yaitu sila “Ketuhanan Yang MahaEsa”(Nasution, 1998). Sila ‘Ketuhanan YangMaha Esa” diyakini sebagai sila yangterpenting dalam ajaran Islam. Karenaitu Harun Nasution menyatakan bahwabenarlah ulama dan pemimpinIndonesia yang mengatakan bahwaumat Islam yang menjalankan ajaranIslam dengan baik adalah Pancasialisyang menjalankan Pancasila denganbaik pula. Inilah antara lain hasil dariberbagai dialog dan diskusi panjang,penuh kemelut dan melelahkan umatIslam Indonesia pasca kemerdekaandalam menyikapi tema “relasi Islamdan negara”.Manusia secara sosial dalamkehidupan sehari-hari selaluberhubungan dengan manusia lainnya,baik itu hanya untuk saling membantudalam arti gotong royong atau lebihluas dari itu yakni menjalin kerjasamadalam segala bidang kehidupan. Tidakdapat dipungkir bahwa dalam konteksbernegara, antara warga Negara harussaling memiliki ikatan sosial yangkokoh, itu untuk menciptakan suatulingkungan dalam Negara menjaditentaram dan sejahtera. Sehinggadengan begitu terciptalah aturan-aturan adat yang harus ditaati olehmasyarkat setempat, hal itulah yangpada akhirnya menjadi sebuah budayadalam masyrakat. Dalam hal aturansendiri, pemerintah yang berwenangdalam Negara terus selalu responsifterhadap perkembangan masyarakat,sehingga selalu melahirkan aturan-aturan atau kebijakan baru untukmelindungi warga Negara danmenciptakan suatu daerah, wilayah danNegara yang maju dan sejahtera.Istilah Negara sudah banyak disinggung oleh beberapa pakar Negarabahkan oleh para penulis yangkajiannya fokus pada Negara dankenegaraan. Seperti yang dituliskan

oleh Ni’matul Huda, bahwa asalmuasala Negara memiliki sejarahnyasendiri-sendiri yang berbeda (Huda,2014). Istilah Negara diterjemahkandari kata-kata asing Staat (bahasaBelanda dan Jerman); State (bahasaInggris); Etat (bahasa Prancis). Istilah
Staat mempunyai sejarah sendiri.Istilah itu mula-mula dipergunakandalam abad ke-15 di Eropa Barat.Anggapan umum yang diterima bahwakata Staat (state, etat) itu dialihkan darikata bahaha Latin status atau statum(Isiwara, 1992).Jika kita tinjau makna dari kata
Status, secara etimologis dalam bahasaLatin klasik Status identik dengan suatuistilah abstrak yang menunjukkansuatu keadaan tegak dan tetap, atausesuatu yang memiliki sifat tegak dantetap itu (Huda, 2014). Hal ini berartibahwa istilah (Staat, State, Etat, Status,
Statum) adalah segala sesuatu yangmenetap tidak berpindah-pindah dandiakui keberadaannya oleh masyarakatluas atau oleh Negara lain, serta sudahmemiliki sifat tegak berdiri denganaturannya sendiri yang mengikat danaturan tersebut diikuti oleh warganyaserta diakui juga oleh Negara lain.Setiap bangsa pasti memiliki cirikhasnya sendiri, begitu juga denganIndonesia. Berkenaan dengan bangsakita, Pancasila dapat dipandang sebagaiperwujudan etos nasional kita dalambentuk perumusan formal itu, sehinggasudah sangat lazim dan semestinyabahwa Pancasila disebut sebagaiideologi nasional (Madjid, 2007).Indonesia dalam hal ini memilikiPancasila sebagai dasar berjuang dalamnegara. Pancasila yang terdiri atas limasila pada hakikatnya merupakan sistemfilsafat. Yang dimaksud dengan sistemadalah suatu kesatuan bagian-bagianyang saling berhubungan, salingbekerjasama untuk satu tujuan tertentu
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dan secara keseluruhan merupakansuatu kesatuan yang utuh, sistemlazimnya memiliki ciri-ciri sebagaiberikut:1. Suatu kesatuan bagian-bagian2. Bagian-bagian tersebutmempunyai fungsi sendiri-sendiri3. Saling berhubungan, salingketergantungan4. Kesemuanya dimaksudkan untukmencapai suatu tujuan bersama(tujuan sistem)5. Terjadi dalam suatu lingkunganyang kompleks (Jr, 1974).Pancasila merupakan lima dasarutama dalam Negara, Pancasilamerupakan dasar falsafah dariIndonesia, dimana dalam hirarkiperundang-undangan Pancasilamemiliki kedudukan tertinggi. Denganbegitu maka segala hal yang berkaitandengan aturan dan kebijakan yangdiciptakan harus selaras denganPancasila. Seperti yang disampaikanoleh Bapak Bangsa Ir. Soekarno yangdikutip oleh Yudi Latif dalam bukunyadengan judul Negara Paripurna.“Tetapi kecuali Pancasila adalahsatu Weltaschauung, satu dasarfalsafah, Pancasila adalah satu alatmempersatukan, yang saya yakinseyakin-yakinnya Bangsa Indonesiadari Sabang sampai Meraoke hanyalahdapat berssatupadu di atas dasarPancasila itu. Dan bukan saja alatmempersatu untuk di atasnya kitaletakkan Negara Republik Indonesia,tetapi juga pada hekekatnya satu alatmempersatu dalam perjoangan kitamelenyapkan segala penyakit yangtelah kita lawan berpuluh-puluh tahunyaitu penyakit terutama sekali,imperialisme. Perjoangan suatuBangsa, perjoangan melawanimperialisme, perjoangan melawankemerdekaan, perjoangan sesuatubangsa yang membawa corak sendiri-

senidiri. Tidak ada dua Bangsa yangcara berjoangnya sama. Tiap-tiapBangsa mempunyai cara berjoangsendiri, mempunyai karakteristiksendiri. Oleh karena pada hakekatnya,Bangsa sebagai individu mempunyaikeperibadian sendiri. Keperibadianyang berwujud dalam pelbagai hal,dalam kebudayaan, dalamperekonomian, dalam wataknya danlain sebagainya. (Soekarno, 1958)”Pancasila yang disampaikanoleh the founding fathers BangsaIndonesia ini merupakan dasar yangpaling utama dalam pendirian bangsa.Di mana dari segala perbedaan yangada di Indonesia disatukan olehPancasila, tetapi tidak cukup hanyabersatu. Harus juga satu visi dan misimembangun, merawat danmelestarikan nilai-nilai persatuan dansemangat nasionalisme.Pancasila yang terdiri dari limasila pada hakikatnya merupakan suatusistem filsafat. Dimaksud sebagaisuatu sistem adalah karena suatukesatuan bagian-bagian yang salingberhubungan, saling kerjasama untukmewujudkan suatu tujuan tertentudan secara menyeluruh merupakansuatu kesatuan yang utuh (Zubaidi,2012). Dengan begitu, maka NegaraIndonesia yang syarat dengankemajemukannya dapat bersatumenjadi suatu bangsa yang utuh dariSabang sampai Merauke karenamemiliki Pancasila.Hal lain, yang menarik jugadicermati sebagai fenomenamasyarakat Islam kontemporer bahwahingga saat ini masih tampak bentuk-bentuk “kebingungan” dari sebagianumat Islam dalam menyikapipersoalan relasi Islam dan negara.Model “kebingungan” ini sebetulnyatidak saja dialami oleh umat IslamIndonesia, akan tetapi juga dialami



Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan PendidikanVol.4 No. 1. 2022 |51
https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id
.stisnq.ac.id

oleh seluruh negara-negara yangberpenduduk mayoritas Islam. Hal initercermin dari fenomena dunia Islamdalam melakukan manuver-manuverpemikiran politik dan aksi-aksi politik,sehingga identitas dan fungsi Islamdalam negara tidak pernah tegas danjelas. Tulisan ini bermaksud untukmelakukan kajian ulang tentang relasiIslam dan negara dalam negara hukumseperti di negara Indonesia denganmemakai sudut pandang Mahfud MD,terutama dalam konteks isu-isukontemporer sebagai muatan Islammaupun negara seperti demokrasi,
civil society, HAM, gender, danglobalisasi.

METODE PENELITIANDalam penelitian ini, penelitimenggunakan metode penelitiankualitatif. Artinya data yangdikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasaldari buku-buku, hasil penelitianterdahulu dan pendapat tokoh yangrelevan dengan judul penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metodeyang berparadigma deskriptif, karenauuntuk memahami fenomenamenyeluruh, tentunya harusmemahami konteks dan melakukananalisis holistik, penyebarannya dandideskripsikan (sanapiah faisol. 1995).Pada penelitian ini, karena sifattulisan yang memfokuskan padapemikiran tokoh, maka secara spesifikmenggunakan teknik kepustakaan atausering dikenal dengan studi pustaka
PEMBAHASAN

1. Hubungan Islam dan Negara Di
Indonesia

a. Relasi Islam dan Negara

Dalam pandangan NurcholisMadjid, Pancasila dianggap sebagaisesuatu yang benar, “sebagai konsensusbersama seluruh komponen bangsa”,baik dilihat dari isi maupunkedudukannya sebagai kalimah sawa’bagi kehidupan berbangsa bersamapemeluk agama lain. Kesepakatantentang dipercayainya Tuhan Maha Esapada sila pertama, sebenarnya telahcukup baik. Apalagi ditambah dengankesepakatan-ksepakatan yang lain,yaitu keempat sila berikutnya. Di atas
kalimah sawa’ inilah umat Islambersama pemeluk agama lain dapatbekerjasama untuk kepentinganmasyarakat (Aziz, 2015).Kata kunci dari implementasinilai-nilai Pancasila adalah toleransi
(tasamuh). Toleransi atas keberagamanyang ada di bumi pertiwi ini menjadisangat penting ketika dihadapkankepada pluralitas (kebhninnekaan)yang ada. Oleh karena itu toleransi yangdibangun di atas keyakinan adanyasaling menghormati dan menghargaiperbedaan, akan dapat menciptakanharmonisasi kehidupan. Harmonisasikehidupan yang telah terbangun akandapat menumbuhkan kedamaian diantara warga bangsa. Oleh karena itu,keberagaman (pluralitas/kebhinnekaan) hendaknya dibiarkansecara natural untuk berkembang danberdialektika dengan kehidupan yangada, sehingga keotentikan dari nilai-nilai keberagaman tersebut menjadikekayaan yang dapat mendorong wargabangsa untuk bisa hidup salingberdampingan dan saling membantudalam membangun bangsa.Dalam konteks yang sama,sebagaimana dikutip Mujamil Qomar,“Sesungguhnya salah satu masalahbesar bagi bangsa Indonesia zaman iniadalah bagaimanamemproporsionalisasikan (wadl’u syai’
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fi mahallih) Pancasila dan agama,sehingga benar-benar terbukti bahwadi dalam negara dan masyarakatberpancasila ini agama dapatdiamalkan dengan lebih baik, dansebaliknya, umat beragama di negaraini merupakan tulang punggungideologi nasional Pancasila (Qomar).Ijtihad ulama’ perihal hubunganharmonis Pancasila dan Islam, yangkemudian menjadi keputusan resmidari sikap NU pada Munas(Musyawarah Nasional) alim ulama diSitubondo tahun 1983 tentangpenerimaan Pancasila, merupakankristalisasi dari nilai-nilai akidah,syari’ah, dan akhlaq Islam ahlussunnah
wal Jama’ah, maka pengamalanPancasila dengan sendirinya telahmerupakan pelaksanaan syari’at Islamala ahlussunnah wal Jama’ah. Sebagaikonsekuensi dari sikap tersebut, NUberkewajiban mengamankanpengertian yang benar tentangPancasila, dan pengamalannya secaramurni dan konsekuen oleh semuapihak. Dengan demikian tidak perlu adaaspirasi lagi untuk mendirikan NegaraIslam, karena nilai-nilai dan aspirasiIslam telah terdiskripsikan di dalamPancasila (Siroj, 2014).Hal tersebut membawa implikasisignifikan dan diikuti oleh seluruhkomponen bangsa. Penerimaan parakiai NU tersebut paling tidak didasarkan kepada dua hal. Pertama,tidak ditemukan satu sila pun dalamPancasila yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Bahkan sila-silanyaselaras dengan pokok-pokok ajaranIslam. Kedua, dari sudut realitas politik,Pancasila ini dapat menjadi payungpolitik yang menyatukan seluruh wargabangsa yang sangat plural, baik etnis,suku, dan agama. Para kiai menyadaribahwa jika Al-Qur’an dan Haditsdipaksakan sebagai asas dan konstitusi

Negara Indonesia, maka Indonesia akanterancam disintegrasi yang mengarahpada konflik yang tiada henti. Denganmendasarkan kepada kaidah ushul fiqh,
“dar’ al-mafasid muqaddamun ala jalb
al-manafi’, (menolak kerusakan lebihdidahulukan daripada mengambilkemanfaatan)”, maka para kiai NU tidakragu menerima Pancasila sebagai asasdalam bernegara dan bukan asas dalamberagama Islam (Akhmad SahalMunawir Aziz, 2015).Tentang kedudukan Pancasila dihadapan Islam, menegaskan bahwaPancasila adalah ideologi dan Islamadalah agama (Hairus Salim HS).Dengan demikian, Pancasila merupakansatu rangkaian kesatuan, tidak bolehmengambil satu sila dan meninggalkansila yang lain. Hal demikian jugamengandung pengertian bahwapemahaman utuh terhadap Pancasilamerupakan sebuah keniscayaan.Dalam pandangan Mahfud MDsebagai kader NU, yang jelas polafikirnya tidak jahu berbeda dengan paratokoh-tokoh NU dan Ulama NUterdahulu. Bagi Mahfud MD sebagai citahukum, Pancasila ibarat nyawa yangtidak hanya memberikan panduan kemana hukum dan penegakannya akandibawa, tetapi sekaligus nilai axiologisdalam menentukan hukum apa yangakan dibentuk dan bagaimanamenjalankannya. Namun sayang,pembentukan dan penegakan hukumsaat ini terkesan telah meminggirkanPancasila. Bahkan, perdebatanakademis dan proses pendidikan tinggihukum mungkin juga semakin jarangmendalami cita hukum dalam studi-studi filsafat hukum. “Tidak heran,hukum Indonesia yang telah kehilangannyawa dapat dengan mudah dimasukioleh kepentingan-kepentingan sesaatyang bertentangan dengan cita hukumitu sendiri”, Mahfud M.D. (UGM.)
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Melihat kondisi tersebut,menurut Mahfud, gagasan revitalisasiPancasila sebagai cita hukum mendesakuntuk tidak hanya diwacanakan, tetapiharus dijalankan. Tujuan dari gagasanini adalah untuk mengembalikankedudukan Pancasila sebagai citahukum, mulai dari pembentukanhukum hingga pelaksanaan danpenegakan hukum. Revitalisasi sangatperlu dilakukan untuk menjadikanPancasila sebagai paradigma dalamberhukum sehingga dapat memperkeciljarak antara das sollen dan das sein,sekaligus memastikan nilai-nilaiPancasila senantiasa bersemayamdalam praktik hukum. “Yang terpentinguntuk merevitalisasi Pancasila sebagaicita hukum negara ini adalahinternalisasi nilai-nilai dasar Pancasilasebagai rambu-rambu pembangunanhukum nasional” (UGM.).Nilai-nilai dasar tersebutkemudian melahirkan empat kaidahpenuntun hukum yang harusdipedomani dalam pembangunanhukum. Pertama, hukum nasional harusdapat menjaga integrasi, baik ideologimaupun teritori sesuai dengan tujuanmelindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia. Kedua, hukumnasional harus dibangun secarademokratis dan nomokratis, dalam artiharus mengundang partisipasi danmenyerap aspirasi masyarakat luasmelalui mekanisme yang fair,transparan, dan akuntabel. Berikutnya,ketiga, hukum nasional harus mampumenciptakan keadilan sosial, dalam artiharus mampu memperpendek jurangantara yang kuat dan yang lemah sertamemberi proteksi khusus terhadapgolongan yang lemah dalamberhadapan dengan yang kuat, baik dariluar maupun dalam negeri. Keempat,hukum harus menjamin toleransiberagama yang berkeadaban antar

pemeluknya. “Tidak boleh adapengistimewaan perlakuan terhadapagama hanya karena didasarkan padabesar dan kecilnya jumlah pemeluk”.Mahfud menjelaskan melakukanrevitalisasi bukanlah hal yang mudah,tetapi bukan tidak mungkin dilakukan.Proses revitalisasi tidak dapatdilakukan dengan sekadar sistempendidikan aparat penegak hukumyang menekankan pada aspekpengetahuan, seperti pola penataranP4, tetapi harus terinternalisasi sertamenyatu dengan sistem dan kulturhukum. “Dalam proses ini diperlukanperan semua pihak, terutamapendidikan tinggi hukum sebagaikawah candradimuka pemikiran-pemikiran hukum serta institusi yangbertanggung jawab atas kualitas danintegritas para ahli dan praktisi hukumIndonesia” (UGM.).Secara garis besar Pancasilatelah hadir didalam hubungan antaraagama dan Negara dan senantiasamenghadirkan kenyamanan terhadapberbangsa dan bernegara dapatdipahami pada sila pertama yangberbunyi “Ketuhanan yang maha esa”oleh karenanya Hubungan Agama danNegara yang ada di Indonesia telahdiperjelas dalam beberapa pasal-pasaldalam UUD yaitu: Pasal 28E UUDbahwa: “Setiap orang bebas memelukagama dan beribadat menurutagamanya ” serta Pasal 29 ayat (1) UUDbahwa “Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29ayat (2) UUD bahwa “Negara menjaminkemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing-masing danuntuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu.” Berdasarkanpada pasal 29 UUD 1945 besertatafsirnya tersebut, pemerintah wajibuntuk mengatur kehidupan beragamadi Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal
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29 (2) UUD 1945 pemerintahmengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965tentang pencegahan penyalahgunaandan/atau penodaan agama yangdikukuhkan oleh UU No.5 tahun 1969tentang pernyataan bebagai penetapanpresiden sebagai undang - undang.Bentuk terlibatnya pemerintah dalampersoalan agama adalah dengan adanyapengakuan terhadap beberapa agama diIndonesia. Pengakuan ini muncul dalambentuk keluarnya Surat Edaran MentriDalam Negeri No. 477/74054/1978yang diantaranya agama yang di akuipemerintah, yaitu Islam,Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, danKhong Hu Cu (Budiyono, 2014).UUD 1945 tidak memisahkanhubungan agama dan Negara dan inidapat kita lihat pada Sila pertamaPancasila dan Bab XI UUD 1945 yangberjudulkan agama. Hubungan negaradan agama yang seperti dijelaskan diatas seringkali menjadi ”rumit”. Agamaseringkali dipergunakan untukbertentangan dengan pemerintahanatau pemerintahan sering dijadikankekuatan untuk menekan agama. Dalamdiskursus politik dan ketatanegaraanserta agama jalinan tersebut masihdiperdebatkan dan dikaji baik di(negara) Barat maupun di (negara)Timur. Agar hubungan antar agama dannegara tetap harmonis di tengah-tengahdinamika kehidupan politik, ekonomi,dan budaya kita perlumendiskusikannya terus menerus,sehingga kita sampai pada pemahamanbahwa agama dan negara bagai dua sisimata uang, di mana keduanya berbeda,namun tidak bisa dipisahkan satu samalain karena keduanya salingmembutuhkan (Saifuddin, 2009).Jika melihat lebih lanjut Prof.Moh Mahfud MD dalam konteks sebagaiakademisi memandang bahwahubungan agama dan Negara tidak

lepas dari politik hukum dinegara inidimana didalam bukunya menjelaskanbahwa hukum adalah sebagai alat untukmencapai yang dinamakan cita-citabangsa dan tujuan Negara (MD, 2017).
b. Relasi Agama dan NegaraNegara Indonesia bukanmerupakan Dawlah Islamiyyah (NegaraIslam), melainkan Darul Islam (WilayahIslam). Merujuk pada pendapat Prof. M.Noor Harisudin dalam bukunya FiqhNusantara.“Pendapat NU bahwa Indonesia(ketika masih dijajah Belanda) adalah
Darul Islam sebagaimana diputuskandalam Muktamar NU di Banjarmasintahun 1936. Kata Darul Islam di situbukanlah sistem politikketatanegaraan, tetapi sepenuhnyaistilah keagamaan (Islam), yang lebihtepat diterjemahkan wilayah Islam.Motiv utama dirumuskannya pendirianitu adalah di wilayah Islam, maka kalauada jenazah yang identitasnya tidakjelas non-Muslim, maka ia harusdiperlakukan sebagai Muslim. Diwilayah Islam, maka semua pendudukwajib memelihara ketertibanmasyarakat, mencegah perampokandan sebagainya. Namun demikian, NUmenolak misi Hindia Belanda karenamenurut Islam membantu penjajahhukumnya haram” (Harusudin). Darisinilah awal bagaimana hubunganagama khususnya Islam dan negaramenjadi harmonis di Indonesia.Manusia mempunyai kewajibanterhadap Allah, terhadap sesamamanusia, terhadap alam semesta danterhadap diri sendiri. Masing-masingharus dilakukan seimbang menujukearah Mardlatillah (Siddiq). Artinyabahwa manusia memiliki kewajibanuntuk melaksanakan kewajibannyakepada Allah bagi umat Islam danTuhannya masing-masing sesuaikepercayaannya, dan setiap agama
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tidak boleh melarang, menggangguterhadap hal tersebut. Selain itumanusia juga memiliki kewajibanterhadaap sesama manusia dalamnegara, menjaga hubungan yangharmonis, saling menghormanti, salingbekerjasama dan saling toleransi.Negara Republik Indonesia lahirdan tegak berdiri sebagai hasilperjuangan seluruh golongan rakyatIndonesia dengan penuh pengorbananharta, air mata dan jiwa para pahlawandan syuhada. Atas dasar kesepakatanpara pembentuk negara bahwa NegaraRepublik Indonesia berdasarkan atasPancasila seperti termuat dalamPembukaan Undang-undang Dasar1954. Pancasila itu merupakan limagagasan dasar atau serangkaian limaasas bernegara di negara Indonesia.Bernegara adalah kebijaksanaan untukmengorganisasikan masyarakat negarauntuk mencapai tujuan negarasebagaimana dimaksudkan dalampembukaan UUD 1945 pada alineakeempat, yaitu melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial(Anam).Dalam negara Pancasila, negaramempunyai peranan penting dalampembangunan di berbagai sektor,termasuk pembangunan dalampembangunan sektor agama dansebaliknya juga agama mempunyaiperanan yang sangat penting dalampembangunan bangsa dan negara.Walaupun negara Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila, di mana silapertamanya Ketuhanan Yang Maha Esatidak berarti bahwa negara Indonesiaadalah negara teokrasi atau negara

berdasarkan atas suatu agamatertentu. Sebagai bangsa yangberagama, kita menghendaki danberkeinginan dalam rangkamelaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilaiagama (khususnya nilai-nilai luhur
dinul Islam) benar-benar dapatmenjiwai kehidupan kita, dihayati dandiamalkan oleh masyarakat dan insanPancasila sebagai manifestasi danpencerminan taqwanya kepada Allah,Tuhan yang Maha Esa (Anam).Adapun karakteristik agamaIslam yang paling esensial adalah,
pertama, prinsip al-tawassut, jalanpertengahan, tidak tatarruf (ekstrem),kekanankananan atau kekiri-kirian,
kedua sasarannya adalah rahmatan li
al-‘amin (Amin, 2009). Logislah kalauIslam mengakui adanya nilai-nilaipositif yang mungkin sudah tumbuhdan sudah ada pada manusia ataukelompok manusia sebelum menerimaajaran Islam. terhadap nilai-nilai“lama” ini, Islam tidak bersikap apriorimenolak, menentang danmenghapusnya sama sekali, tetapiIslam bersikap akomodatif, selektif danproporsional (Anam).Dalam pandangan Mahfud MDAgama dan Negara, mengarah padasistem hukum nasional harus dibangunberdasarkan cita-cita bangsa, tujuannegara, cita hukum, dan penuntun yangterkandung di dalam Pembukaan UUD1945, artinya tidak boleh ada produkhukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Sistem hukumnasional mencakup dimensi yang luas,yang oleh Friedman disarikan ke dalamtiga unsur besar yaitu substansi atau isihukum (substance), struktur hukum(structure), dan budaya hukum(culture). (Friedman, 1973) Untukmengerjakan pembangunan sistemhukum Garis-garis Besar Haluan



Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan PendidikanVol.4 No. 1. 2022 |56
https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id
.stisnq.ac.id

Negara (GBHN) kita pada era OrdeBaru mengembangkan sistem hukumke dalam empat unsur yakni materihukum, aparat penegak hukum, saranadan prasarana hukum, dan budayahukum. Sebenarnya kalau kita maumembicarakan pembangunan sistemhukum melalui politik hukumcakupannya dapat menjangkau semuasubsistem dari sistem hukum yangluas. Namun biasanya pembicaraankita tentang politik hukum seringmenyederhanakan pada daftar rencanamateri hukum yang akan dibuat. Politikhukum yang menyangkut rencanapembangunan materi hukum diIndonesia pada saat ini termuat didalam Program Legislasi Nasional(Prolegnas), artinya kalau kita inginmengetahui pemetaan atau potretrencana tentang hukum-hukum makakita dapat melihatnya dari Prolegnastersebut. Sedangkan untuk tingkatDaerah kita dapat melihatnya melaluiProgram Legislasi Daerah (Prolegda).Prolegnas ini disusun oleh DPRbersama Pemerintah yang dalampenyusunannya dikoordinasikan olehDPR. Peletakan koordinasi di bawahDPR merupakan konsekuensi logis darihasil amandemen pertama UUD 1945yang menggeser penjuru atau titikberat pembentukan UU daripemerintah ke DPR sesuai denganbunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasilamandemen bahwa, “DewanPerwakilan Rakyat memegangkekuasaan membetuk Undang-undang.” Ketentuan bahwa Prolegnasmerupakan “wadah” politik hukum(untuk jangka waktu tertentu) dapatdilihat dari UU No 10 Tahun 2004 yangdalam Pasal 15 ayat (1) menggariskanbahwa, “Perencanaan penyusunanundang-undang dilakukan dalam satuProgram Legislasi Nasional.”Sedangkan ketentuan bahwa Prolegnas

merupakan “wadah” politik hukumuntuk setiap daerah tertuang di dalamPasal 15 ayat (2), yang menggariskanjuga untuk membuat Program LegislasiDaerah (Prolegda) agar terciptakonsistensi antara berbagai peraturanperundang-undangan dari tingkatpusat sampai ke daerah. Dengandemikian dari Prolegnas dan Prolegdainilah kita dapat melihat setiap jenis UUyang akan dibuat untuk jangka waktutertentu sebagai politik hukum ditingkat nasional maupun masing-masing daerah (MD M. M., 2007).
2. Pemikiran Mahfud MD Tentang

Islam dan Negara Di Indonesia

a. Pemikiran Mahfud MD
Tentang Islam dan NegaraKomisioner Dewan PengarahBadan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIB), Prof. Mahfud MD., mengatakanIndonesia bukanlah negara agama danjuga bukan negara sekuler, tetapireligious nation state atau negarakebangsaan yang berketuhanan. “Salahsatu sebutan yang tepat bagi Indonesiaberdasar Pancasila adalah negarakebangsaan yang berketuhanan, bukannegara agama”. Mahfud menyebutkanIndonesia bukan negara agama sebabnegara agama hanya memberlakukanhukum satu agama dalam hukumnegara. Bukan pula negara sekulerkarena karena negara sekulermemisahkan sepenuhnya urusannegara dengan urusan agama.“Indonesia bukan negara agama bukanpula negara sekuler, tetapi bangsaberketuhanan”.Mahfud mengatakan keimananpada Tuhan dilembagakan dalambentuk agama-agama. Agama disinimengatur tata kehidupan manusia yangjuga dapat berbentuk hukum-hukum.
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Indonesia sebagai religious nation statetidak memberlakukan hukum agamatertentu, bukan juga hukum Islamsebagai agama mayoritas yang dianutmasyarakatnya. Indonesia tidakmendasarkan diri pada satu agama,tetapi melindungi pemeluk agama-agama untuk melaksanakan ajaranagama sebagai hak asasi manusia. “Jadi,negara bukan memberlakukan hukumagama melainkan memproteksiketaatan warga negara yang inginmenjalankan ajaran agamanya” (MD M.M., 2007).Mahfud M.D, menyayangkanbanyak pejabat negara yang bersikaplayaknya pengamat dalam mengatasipersoalan yang mengancamkeberadaan teritorial dan ideologinegara. Padahal, pejabat tersebutmemiliki otoritas untuk mengambiltindakan tegas. “Saya heran, pejabat kokbicara sama dengan pengamat. Apaguna jadi pejabat yang tidak lakukanotoritas? Padahal sudah ada 160 ribuanak muda yang sudah dicuci otak olehNII”. Menurut Mahfud, negaraseharusnya menindak tegas semuaunsur yang mengancam teritorial danideologi negara sebab sekarang sudahmuncul kekerasan berlandaskanotoritarianisme, agama, dan terorideologis. “Tidak boleh negara didikteoleh preman, tidak boleh didikte olehperampok. Jika sesuatu membahayakanteritori dan ideologi, negara sahmenegakkan kedaulatannya”. Mahfudjuga mendesak pemerintah melakukantindakan tegas bagi organisasi yangmengatasnamakan agama, yangmempunyai tujuan untuk menggantiideologi negara Pancasila menjadikhilafah islamiyah. “Ini sudah termasukteror ideologis. Justru ini lebih bahayakarena mempersoalkan ideologi yangsudah kita sepakati, yakni Pancasila.Organisasi yang mengatasnamakan

kelompok Islam ini bahkan inginmemperjuangkan khilafah islamiyahdari Thailand hingga Australia. Merekaterang-terangan. Masak, kita diam sajadan negara diam, padahal orang danorganisasinya sudah jelas”.Ditambahkan Mahfud bahwa meskipunsetiap orang memiliki hak untukmemperjuangkan ide dan gagasan,semua harus dalam batas koridornegara. “Misalnya, ide menggantinegara. Itu sudah melanggar HAM.Harusnya ditindak tegas” (MD M. M.,2007). Meminjam Fred W. Ringga(1964) sebenarnya Pancasilamerupakan konsep prismatik yangmenyerap unsur-unsur terbaik darikonsep-konsep yang beberapa elemenpokoknya saling bertentangan.Pancasila mengayomi semua unsurbangsa yang majemuk yang kemudiandi dalam sistem hukum melahirkankaidah-kaidah penuntun yang jelas.Sayangnya setelah Orde Baru jatuhPancasila jarang disebut-sebut dengankebanggaan, bahkan di dalam pidato-pidato pejabat negara sekali pun. Dibanyak Fakultas Hukum kuliah-kuliahPengantar Hukum Indonesia jugajarang melakukan pendalaman ataskonsep ini, padahal dulunya matakuliah ini memberikan porsi yangsangat besar bagi apa yang seringdisebut sebagai Sistem HukumPancasila. Sosiologi hukum SatjiptoRahardjo dapat kita catat sebagai satudari sedikit akademisi hukum yangpada era reformasi ini masih tegasmenyebut Sistem Hukum Pancasilasebagai sistem yang memang berakardari budaya bangsa yang khas. Satjiptomenulis ini di dalam bukunya, Sisi-sisilain dari Hukum di Indonesia, (Penerbitbuku Kompas, 2003) dikatakan bahwahukum tidak berada dalam vakummelainkan ada pada masyarakat dengan
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kekhasan akar budayanya masing-masing. Karena hukum bertugasmelayani masyarakat maka sistemhukum juga harus sama khasnyadengan akar budaya masyarakat yangdilayaninya. Sistem Hukum Pancasilaadalah sistem hukum yang khas untukmasyarakat Indonesia (MD M. M.,2007). Dengan demikian yang palingrealistis untuk melakukan amar ma’rufnahi munkar dalam kenegaraan danpolitik pembangunan hukum diIndonesia adalah memperjuangkannilai-nilai substansi ajaran Islam yangkemudian dirajut secara eklektisdengan sumber-sumber hukum yanglain (seperti hukum Barat, hukum Adat,dan lain-lain) untuk dijadikan hukumnasional. Apalagi jika diingat bahwahukum Islam itu sendiri seringdisamarkan dengan fiqh yang selainhanya merupakan produk pemikiranmanusia (bukan wahyu) alirannya punbanyak sekali. Dalam kehidupanbersama yang paling mungkin bagi kitabukan lagi memperjuangkan negaraIslam melainkan memperjuangkanmasyarakat Islami yakni masyarakatyang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam(jujur, amanah, demokratis, adil,menghormati HAM, melestarikan alam,dan sebagainya) tanpa harus secaraformal atau simbolik berlabelkan Islam(MD M. M., 2007).
b. Pemikiran Mahfud MD

Tentang Agama dan NegaraGagasan konstitusionalisme adalahgagasan untuk membuat konstitusiberfungsi membatasi kekuasaanpemerintah sedemikian rupa, sehinggapenyelenggara kekuasaan tidaksewenang-wenang dan dengandemikian diharapkan hal-hak warga

negara akan lebih terlindungi (Alim,2010). Politik hukum secara sederhanadapat dirumuskan sebagai kebijaksaanhukum (legal policy) yang akan atautelah dilaksanakan secara nasional olehpemerintah yang mencakup bagaimanapolitik mempengaruhi hukum dengancara melihat konfigurasi kekuatan yangada di belakang pembuatan danpengakan hukum itu (MD M. M., PolitikHukum Indonesia, 1998). Politik hukumIslam merupakan strategi dalammemperjuangkan hukum Islam danpelaksanaannya melalui sistem hukumdan sistem peradilan di kawasantertentu. Di beberapa kawasan yangpaling menonjol adalah dalam bidanghukum keluarga. Sebab hukum keluargadirasakan sebagai garda terdepandalam pembinaan masyarakat muslimyang diawali dari pembentukankeluarga sakinah. Pembinaanmasyarakat muslim yang paling awalberasal dari keluarga, dengan asumsibahwa keluarga yang sejahtera danberhasil membina seluruh anggotanyaakan memberikan kontibusi kepadakemajuan di tengah masyarakat sertadalam komunitas yang lebih besar.Aksioma mengatakan bahwa hukumadalah produk politik sehingga keadaanpolitik tertentu akan melahirkan hukumdengan karakter tertentu pula (MD M.M., Pergulatan Politik dan Hukum diIndonesia, 1999). Roscue Pound telahlama berbicara tentang “law as a tool of
social engineering” sebagai keinginantentu wajar jika ada upaya untukmeletakkan hukum sebagai penentuarah perjalanan masyarakat karenadengan itu fungsi hukum untukmenjamin ketertiban dan melindungikepentingan masyarakatnya akanmenjadi relevan (MD M. M., PergulatanPolitik dan Hukum di Indonesia, 1999).Lebih lanjut Mahfud mengutippendapat Savigny bahwa hukum selalu
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berkembang sesuai denganperkembangan masyarakatnya”. Iniberarti bahwa hukum, mau tidak maumenjadi independent variable ataskeadaan di luarnya, terutama keadaanpolitiknya.Pengaruh politik terhadap hukumdapat berlaku terhadap penegakanhukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya.Philipe Nonet dan Philip Selznick(1978) pernah mengatakan bahwatingkat perkembangan masyarakattertentu dapat mempengaruhi polapenegakan hukumnya, dikatakannyabahwa masyarakat yang barudilahirkan harus menujukkan danmembuktikan dirinya bisa menguasaikeadaan, menguasai anggotannya danmenciptakan ketertiban sebagaikomitmen politiknya yang utama (MDM. M., Pergulatan Politik dan Hukum diIndonesia, 1999).Bahwa keadaan politik tertentudapat mempengaruhi produk hukum,untuk kasus Indonesia, seperti halnyalahirnya Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan danUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama. Keduaundang-undang tersebut sama-samalahir pada masa pemerintahan OrdeBaru, tetapi hubungan politik antarapemerintah dan umat Islam atauhubungan negara dan agama yangmelatar belakangi keduanya beradadalam suasana yang berbeda. Undang-undang perkawinan lahir dalamkeadaan politik konflik dan curigaterhadap umat Islam. SedangkanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989lahir ketika hubungan pemerintah danumat Islam sedang melakukan salingakomodasi. Tentang periode hubungan“Islam dan Negara” atau hubunganantara “pemerintah dan umat Islam”,Affan Gaffar menulis bahwa pada awal

dasawarsa 1970-an sampai akhir tahun1980-an hubungan keduanya adalahsaling curiga dan konflik. Sedangkansejak akhir tahun 1980-an sampaisekarang saling melakukan akomodasi.Menurut Mahfud dari kedua undang-undang yang lahir pada periodehubungan yang berbeda dapat dilihatbahwa keadaan politik tertentu telahmenentukan pilihan atas materi produkhukum (MD M. M., Pergulatan Politikdan Hukum di Indonesia, 1999). Belumsemua aspek kehidupan umat Islamyang menyangkut kehidupan umatIslam mempunyai jalur hukum yangmemadai dalam aplikasinya.Implementasi hukum Islam masihsebatas hukum yang memang sudah adasebelumnya, dan mengalamipenyempurnaan. Hukum Islam selamaini mencakaup bidang keluarga,kewarisan, perkawinan, ekonomisyariah. Dalam bidang ekonomi antaralain bisa dilihat dalam bentuk hukumpositif yang mengatur dan menjadihukum materiil yang berlaku danmengikat umat Islam dalam asaspersonalitas keislaman.Kebijakan politik di Indonesiamemberikan dukungan pertama kalidengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan, yangmemungkinkan beroperasinya bankdengan sistem bagi hasil (pasal 6, hurufm). UU ini kemudian dirubah dengan UUNo. 10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan, yang secara eksplisitmenyebutkan istilah "bank berdasarkanprinsip syariah". Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008 TentangPerbankan Syariah, Undang-UndangNomor 19 Tahun 2008 Tentang SuratBerharga Syariah Negara (SBSN),Berbagai Peraturan Bank Indonesia,Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Lahirnya Undang
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang memberikan kewenangan kepadaPeradilan Agama dalam menyelesaikansengketa ekonomi syari’ah adalahmerupakah langkah politik hukum yangluar biasa dalam melengkapikelembagaan “hukum” untukmewujudkan gerakan ekonomi syari’ahdi Indonesia, sehingga kini gerakanekonomi syari‟ah riil mendapatkandukungan dari berbagai pihak(Anshoruddin, 2012). Peraturanperundang-undangan adalah semuahukum dalam arti luas yang dibentukdengan cara tertentu, oleh pejabat yangberwenang dan dituangkan dalambentuk tertulis. Dalam arti luas hukumjuga dapat diartikan sebagai putusanhakim, terutama yang sudahberkekuatan hukum tetap dan menjadiyurisprudensi (MD M. M., Konstitusi danHukum dalam Kontroversi Isu, 2010).Oleh karena itu menurut Mahfud MDketerlibatan secara aktif dalam proseslegislasi ini sangat penting sebab padakenyatannya hukum itu merupakanproduk politik sehingga politik menjadisangat independent bahkan determinanatas hukum. Sebagai produk politikhukum itu merupakan kristalisasikehendak-kehendak politik yang salingberinteraksi dan saling bersaingan yangkemudian lahir sebagai kesepakatanpolitik. Apa yang kemudian dikenalsebagai hukum dalam arti peraturanumum yang abstrak dan mengikatsebenarnya tidak lain dari hasilpertarungan aspirasi politik (MD M. M.,“Politik Hukum: Perbedaan KonsepsiAntara Hukum Barat dan Hukum Islam”dalam Al-Jami’ah, 1999).
KESIMPULANHubungan antara agama dan

Negara yang harmonis senantiasamenghadirkan kenyamanan terhadaphubungan masyarakat dalamberbangsa dan bernegara, hal itu diIndonesia dapat dipahami pada silapertama yang berbunyi “Ketuhananyang maha esa”. Oleh karenanyaHubungan Agama dan Negara yang adadi Indonesia telah diperjelas dalambeberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu:Pasal 28E UUD bahwa: “Setiap orangbebas memeluk agama dan beribadatmenurut agamanya”. Dengan sistematuran yang demikian, maka seluruhwarga negara dapat hidupberdampingan dan saling menghormatidalam perbedaan. Mahfud MD memilikipandangan bahwa keterlibatan secaraaktif dalam proses legislasi dari seluruhelemen pemeluk agama ini sangatpenting, sebab pada kenyatannyahukum itu merupakan produk politiksehingga politik menjadi sangatindependent bahkan determinan atashukum. Sebagai produk politik hukumitu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang salingberinteraksi dan saling bersainganyang kemudian lahir sebagaikesepakatan politik. Apa yangkemudian dikenal sebagai hukumdalam arti peraturan umum yangabstrak dan mengikat sebenarnya tidaklain dari hasil pertarungan aspirasipolitik. Dengan demikian maka segalabentuk proses musyawarah yangdilakukan,  dapat menjadi tolak ukurharmonisasi warga negara dalammenjalani kehidupan, utamanya salingmenghormati dalam memelukkeyakinan sesama warga negara diIndonesia.
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